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ABSTRAK 

AYUMI RAMADHANI ABBAS (B011201061). Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Penyediaan dan Penguasaan Senjata Anak Panah 
Tanpa Hak di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan 
Nomor.692/PID.SUS/2023/PN.MKS). Dibimbing oleh Abd. Asis sebagai 
Pembimbing Utama dan Arnita Pratiwi Arifin sebagai Pembimbing 
Pendamping. 

Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi 
tindak pidana penyediaan dan penguasaan senjata anak panah tanpa hak 
di kota Makassar dan untuk menganalisis pertimbangan hukum oleh majelis 
hakim terhadap pelaku tindak pidana penyediaan dan penguasaan senjata 
anak panah tanpa hak di kota Makassar. 

Metode penelitian. Pada penelitian ini, Penulis menggunakan 2 (dua) 
pendekatan, yaitu menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan 
perundang-undangan. Pendekatan kasus dalam hal ini dilakukan dengan 
cara melakukan analisis terhadap kasus yang telah diputus dalam suatu 
putusan pengadilan, yaitu pada Putusan No.692/Pid.Sus/2023/PN.Mks. 
Sedangkan pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan cara 
mengkaji Peraturan Perundang-undangan yang memiliki keterkaitan 
dengan penelitian ini Sedangkan pendekatan Perundang-undangan 
dilakukan dengan cara mengkaji Peraturan Perundang-undangan yang 
memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yang ditujukan untuk meninjau 
ketidakselarasan antara apa yang telah ditentukan oleh hukum, dengan apa 
yang terjadi pada realitanya. 

Adapun hasil penelitian ini 1).menunjukkan bahwa Bahwa kualifikasi tindak 
pidana pada kasus. 692/PID.SUS/2023/PN.MKS, kasus ini dikualifikasikan 
delik formil, terdapat unsur objektif yaitu adanya perbuatannya bersifat 
melawan hukum yaitu kepemilikan dan menguasai senjata anak panah 
didalamnya, sebagai mana yang tertulis dalam amar putusan  
2).Pertimbangan hukum oleh majelis hakim menurut analisis penulis sudah 
tepat dan terpenuhi baik dari Pasal maupun dari unsur pertimbangannya, 
akan tetapi muncul sebuah kekeliriuan didalamnnya karena jaksa penuntut 
umum tidak mendakwa dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Drt No. 12 
LN No. 78 Tahun 1951. 

Kata Kunci: Penguasaan,Penyediaan,Senjata Anak Panah 
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ABSTRACT 

AYUMI RAMADHANI ABBAS (B011201061). Juridical Review of the 
Criminal Act of Providing and Possessing Arrow Weapons Without 
Rights in Makassar City (Case Study of Decision 
Number.692/PID.SUS/2023/PN.MKS). Supervised by Abd. Asis and 
Arnita Pratiwi Arifin. 

Research purposes. This research aims to analyze the qualifications of the 
criminal act of providing and possessing arrow weapons without rights in 
the city of Makassar and to analyze the legal considerations by the panel of 
judges regarding the perpetrators of the crime of providing and possessing 
arrow weapons without rights in the city of Makassar. 

Research methods. In this research, the author used 2 (two) approaches, 
namely using a case approach and a statutory approach. The case 
approach in this case is carried out by analyzing cases that have been 
decided in a court decision, namely in Decision 
No.692/Pid.Sus/2023/PN.Mks. Meanwhile, the Legislative approach is 
carried out by reviewing Legislative Regulations that are related to this 
research. Meanwhile, the Legislative approach is carried out by reviewing 
Legislative Regulations that are related to this research, which is aimed at 
reviewing inconsistencies between what has been determined by law, with 
what happens in reality. 

The results of this research 1).indicate that the qualifications for criminal 
acts in the case. 692/PID.SUS/2023/PN.MKS, this case is qualified as a 
formal offense, there is an objective element, namely that the act is unlawful, 
namely ownership and control of the arrow weapon contained therein, as 
written in the decision 2). legal consideration by the panel of judges 
according to the author's analysis it is correct and fulfilled both the Article 
and the elements of consideration, however an error emerged in it because 
the public prosecutor did not charge under Article 1 paragraph (1) of Drt Law 
No. 12 LN No. 78 of 1951. 

Keywords: Arrow Weapons,Control,Provision  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun 

dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan 

bermasyarakat. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat 

sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas 

tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan 

oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam 

kehidupannya. Jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan 

kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi.1 

Sebagai reaksi terhadap adanya hukum untuk menjaga 

keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat maka setiap tindakan 

manusia yang dikategorikan sebagai tindak pidana akan dijatuhi 

hukuman atau pidana. Sikap yang tidak sesuai dengan norma ataupun 

dikenal dengan istilah penyelewengan terhadap norma sudah 

disepakati mengakibatkan terganggunya ketentraman dalam 

kehidupan bermasyarakat. Penyelewengan yang demikian, umumnya 

dicap sebagai pelanggaran atau kejahatan. Kejahatan dalam 

 
1 Achmad Ali, 2011, Menguak Tabir Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 31. 
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kehidupan bermasyarakat ialah indikasi sosial yang senantiasa dialami 

oleh manusia, masyarakat serta Negeri.2 

Sehubungan dengan hal di atas, fungsi hukum itu sendiri yaitu 

mengatur perilaku manusia agar bertindak sesuai dengan norma 

(hukum) yang berlaku, namun pada kenyataanya masih banyak 

masyarakat yang melakukan penyimpangan terhadap norma (hukum) 

yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan permasalahan dibidang 

hukum dan menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman 

dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan penjabaran mengenai 

fungsi hukum itu, tentu saja hukum turut memiliki tujuan. Capaian dari 

hukum dalam eksistensinya di tengah-tengah masyarakat ialah 

menciptakan keseimbangan, keadilan, hingga kondisi yang aman bagi 

setiap individu. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa:3 

“tujuan yang paling substansial dari hukum ialah untuk 
menghadirkan tatanan masyarakat yang tertib, yang diharapkan 
untuk melindungi kepentingan manusia sebagai bagian utama dari 
masyarakat.” 
 
Kejahatan yang sering terjadi di masyarakat ialah kejahatan yang 

dilakukan dengan senjata tajam. Data di e-MP Robinopsnal Bareskrim 

Polri menunjukkan angka kejahatan dan premanisme yang 

menggunakan senjata tajam meningkat dari 2021 hingga 2022. 

Peningkatan jumlah kejahatan sebesar 36,6 persen. Polda Sulawesi 

Selatan menjadi satuan kerja setingkat provinsi yang melakukan 

 
2  Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.24 
3  Abdullah Sulaiman, 2019, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: UIN Jakarta bersama 
Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM), hlm. 35. 
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penindakan paling banyak terhadap kejahatan dan premanisme yang 

menggunakan senjata tajam dalam dua tahun terakhir.  

Penggunaan senjata tajam untuk melakukan kejahatan yang 

biasanya dapat berupa perampokan, penganiayaan, pembunuhan dan 

lainnya. Timbulnya kejahatan itu tentunya dapat meresahkan 

masyarakat sekitar. Penggunaan senjata tajam untuk melakukan 

kejahatan di Indonesia semakin meningkat. Hal ini tentunya bukan 

permasalahan yang sederhana. Karena dapat meresahkan masyarakat 

dan mengganggu keamanan dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan 

adanya suatu peraturan ataupun tindakan yang dapat menanggulangi 

kejahatan di Indonesia terutama kejahatan yang menggunakan senjata 

tajam karena dapat mengancam keselamatan masyarakat. 

Dalam hal ini, penyalahgunaan senjata tajam jika tidak kunjung 

ditangani maka akan mengakibatkan kerugian di masyarakat yang lebih 

banyak lagi. Kepolisian sebagai pihak yang berwenang harus 

secepatnya menekan peredaran senjata tajam di masyarakat baik yang 

melalui izin resmi maupun yan tidak memiliki izin agar dapat 

mengurangi angka kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. 

Kepemilikan senjata tajam tidak hanya beredar di kalangan masyarakat 

yang menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadinya yaitu 

melakukan kejahatan. Apabila kita cermati upaya-upaya yang 

dilakukan oleh penegak hukum memang sudah dapat menekan 
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ataupun mengurangi angka kejahatan dari kepemilikan senjata tajam 

ataupun penggunaannya.4 

Tingginya kasus kepemilikan dan penggunaan senjata tajam di 

Sulawesi Selatan membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

terkait masalah ini yang akan diteliti oleh Penulis, secara singkat, 

kronologinya dapat dijabarkan sebagai berikut. Terdakwa dalam 

putusan ini merupakan seorang pemuda yang berusia 24 tahun, 

bernama Wawan alias Arwan (selanjutnya disebut Wawan), pada 

tanggal 29 April 2023 sekitar jam 23.50 WITA, petugas Kepolisian dari 

Unit 3 Penikam Sat.Samapta Polrestabes Makassar yang sedang 

melakukan patroli kemudian melakukan pengejaran terhadap saksi 

Rais dan saksi Malika karena berkendara tidak menggunakan helm, 

kemudian saksi Rais dan saksi Malik berhenti di Gudang Kontainer di 

Jl. Pannampu Makassar, selanjutnya Petugas Kepolisian masuk 

kedalam Gudang Kontainer dan menemukan Terdakwa Wawan berada 

didalam Gudang Kontainer tersebut dan didepan terdakwa ditemukan 

senjata tajam berupa anak panah/busur, kemudian petugas Kepolisian 

terdakwa menanyakan kepada terdakwa apakah ada senjata tajam 

yang lain yang tersimpan di dalam Gudang Kontainer tersebut dan oleh 

terdakwa menyampaikan bahwa masih ada anak panah/busur miliknya 

 
4 Harja Wijaya, dkk, 2020, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak  Pidana Kepemilikan 
Senjata Tajam, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 1, hlm. 2. 



 

5 

sehingga terdakwa langsung menunjukkan beberapa anak 

panah/busur yang telah terdakwa buat. 

Dalam posisi kasus tersebut di atas, putusan hakim Pengadilan 

Negeri Makassar, menjatuhkan hukuman penjara kepada Wawan 

selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa tahanan, hal tersebut 

berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 LN No. 78 Tahun 19515 dan 

Undang-undang Nomor 8 Republik Indonesia Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP)6 serta peraturan 

perundang-undangan lain yang bersangkutan. Namun dalam putusan 

ini, hakim tidak mempertimbangkan aspek perbuatan terdakwa yang 

menyediakan begitu banyak senjata tajam yang kemudian diperjual 

belikan oleh terdakwa dan hal tersebut menjadi menarik karena apakah 

putusan tersebut berdampak jera terhadap terdakwa atau justru 

sebaliknya. 

Dengan itu, maka Penulis akan melakukan penelitian mendalam 

tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyediaan dan 

Penguasaan Senjata Anak Panah Tanpa Hak di Kota Makassar 

(Studi Kasus Putusan Nomor.692/PID.SUS/2023/PN.MKS)”. 

 
5 Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 LN No. 78 
Tahun 1951. 
6  Lihat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan pemusatan fokus 

dari penelitian ini, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penyediaan dan 

penguasaan senjata anak panah tanpa hak di kota Makassar? 

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap 

pelaku tindak pidana penyediaan dan penguasaan senjata anak 

panah tanpa hak di kota Makassar (Studi kasus Putusan 

Nomor.692/Pid.Sus/2023/PN.Mks ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini ialah: 

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana penyediaan dan 

penguasaan senjata anak panah tanpa hak di kota Makassar. 

2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum oleh majelis hakim 

terhadap pelaku tindak pidana penyediaan dan penguasaan senjata 

anak panah tanpa hak di kota Makassar. 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat penelitian ini secara umum ialah sebagai syarat untuk 

penyelesaian studi bagi Penulis di Fakultas Hukum Universitas 

Hasanuddin, serta menjadi acuan bagi masyarakat umum untuk 
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mengetahui permasalahan hukum pidana terkait Penyediaan 

senjata anak panah tanpa izin di kota Makassar. 

2. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

perkembangan ilmu pengetahuan yang baru dalam bidang hukum 

yang bersangkutan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 

Pidana Penyediaan dan Penguasaan Senjata Anak Panah Tanpa 

Hak di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan 

Nomor.692/PID.SUS/2023/PN.MKS) 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian yang diangkat oleh Penulis ini adalah asli dan tidak 

memiliki kesamaan pada penelitiain-penelitiain Srkipsi yaing telaih 

diaingkait sebelumnyai. Penulis aikain menyuguhkain penelitiain-penelitiain 

Skripsi terdaihulu sebaigaii bentuk perbaindingain dengain penelitiain 

kairyai Penulis ini. 

Naimai                   : Christin Refiensi Lintin 
Judul Tulisain       : Tinjaiuain Kriminologis Terhaidaip Tindaik Pidainai 

Pembusurain yaing Dilaikukain ainaik Dibaiwaih Umur di 
Kotai Maikaissair (Studi Kaisus di Kepolisiain Sektor 
Biringkainaiyai Taihun 2018-2020) 

Kaitegori               : Skripsi 
Taihun                  : 2021 
Perguruain Tinggi : Universitais Haisainuddin Maikaissair 

Uraiiain  Penelitiain Terdaihulu Rencainai Penelitiain 

Isu dain Permaisailaihain : 

Penelitiain ini memiliki 
fokus, yaiitu 
mengetaihui faiktor 
penyebaib ainaik 
dibaiwaih umur 
melaikukain tindaik 
pidainai pembusurain 
dain mengetaihui 

Penelitiain Penulis iailaih 
kuailifikaisi tindaik pidainai 
Penyediaiain dan 
penguasaan senjaitai ainaik 
painaih tainpai hak di kotai 
Maikaissair dain 
pertimbangan hukum 
oleh majelis hakim 
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upaiyai aipairait 
kepolisiain dailaim 
tindaik pidainai 
pembusurain yaing 
dilaikukain oleh ainaik 
di baiwaih umur di 
Kotai Maikaissair. 

terhadap pelaku tindak 
pidana penyediaan dan 
penguasaan senjata anak 
panah tanpa hak di kota 
Makassar 

Metode Penelitiain        : Normaitif, Empiris Normaitif, Yuridis 
 

Naimai                   : Hairdiainti 
Judul Tulisain       : ainailisis Yuridis Terhaidaip Tindaik Pidainai Kepemilikain 

Senjaitai Taijaim Tainpai Haik Oleh ainaik (Putusain 
Pengaidilain Negeri Maikaissair Nomor 6/Pid.Sus-
ainaik/2020/Pn.Mks) 

Kaitegori               : Skripsi 
Taihun                  : 2021 
Perguruain Tinggi : Universitais Bosowai Maikaissair 

Uraiiain  Penelitiain Terdaihulu Rencainai Penelitiain 

Isu dain Permaisailaihain : 

Fokus penelitiain yaiitu 
mengetaihui 
peneraipain Paisail 2 
aiyait (1) Undaing-
undaing Dairurait No. 
12 Taihun 1951 
terhaidaip tindaik 
pidainai penguaisaiain 
tainpai haik senjaitai 
taijaim oleh ainaik dain 
mengetaihui  sainksi 
pidainai yaing 
dijaituhkain dailaim 
putusain perkairai 
pidainai No.6/Pid.Sus-
ainaik/2020/PN.Mks. 
sudaih sesuaii dengain 
aispek pemidainaiain 
ainaik 

Penelitiain Penulis iailaih 
kuailifikaisi tindaik pidainai 
Penyediaiain dan 
penguasaan senjaitai ainaik 
painaih tainpai hak di kotai 
Maikaissair dain 
pertimbangan hukum 
oleh majelis hakim 
terhadap pelaku tindak 
pidana penyediaan dan 
penguasaan senjata anak 
panah tanpa hak di kota 
Makassar 

Metode Penelitiain        : Normaitif, Yuridis Normaitif, Yuridis 

 

Naimai                   : Muthmaiinnai 
Judul Tulisain       : Tinjaiuain Yuridis Terhaidaip Tindaik Pidainai Kepemilikain 

Senjaitai aipi Oleh Oknum Maihaisiswai (Studi Kaisus 
Putusain No. 1203/Pid.B/2012/PN.Mks) 
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Kaitegori               : Skripsi 
Taihun                  : 2015 
Perguruain Tinggi : Universitais Haisainuddin Maikaissair 

Uraiiain  Penelitiain Terdaihulu Rencainai Penelitiain 

Isu dain Permaisailaihain : 

Fokus penelitiain yaiitu 
peneraipain hukum 
pidainai aitais tindaik 
pidainai kepemilikain 
senjaitai aipi oleh 
oknum maihaisiswai 
dailaim Putusain No. 
1203/Pid.B/2012/PN. 
Mks dain 
pertimbaingain hukum 
haikim dailaim tindaik 
pidainai kepemilikain 
senjaitai aipi oleh 
oknum maihaisiswai 
dailaim Putusain No. 
1203/Pid.B/2012/PN. 
Mks 

Penelitiain Penulis iailaih 
kuailifikaisi tindaik pidainai 
Penyediaiain dan 
penguasaan senjaitai ainaik 
painaih tainpai hak di kotai 
Maikaissair dain 
pertimbangan hukum 
oleh majelis hakim 
terhadap pelaku tindak 
pidana penyediaan dan 
penguasaan senjata anak 
panah tanpa hak di kota 
Makassar 

Metode Penelitiain        : Normaitif, Yuridis Normaitif, Yuridis 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Pidana  

1. Pengertian Pidana 
 Dalam hukum, suatu reaksi atas tindakan yang bersifat 

negatif, kerap kali dikenal dengan istilah sanksi. Konotasi negatif 

dari sanksi ini, dapat dijumpai hampir di setiap cabang keilmuan 

hukum. Namun, dari beberapa perspektif, sanksi dapat pula 

bermakna positif, sebagaimana sanksi atas adanya pihak yang 

melaporkan kejahatan tertentu yang mendapatkan sejumlah 

hadiah.7 

 Melangkah ke dalam ranah hukum pidana, maka reaksi atas 

suatu pelanggaran hukum pidana, dikenali dengan istilah pidana. 

Pengertian pidana dikonstruksi sebagai sanksi yang berwujud 

nestapa atau derita yang dengan sengaja dijatuhkan oleh negara 

terhadap seseorang yang secara sah terbukti melakukan suatu 

tindak pidana dan terdapat kesalahan.8 

 Adami Chazawi mengartikan: 

“Pidana lebih tepat didefenisikan sebagai suatu penderitaan 
yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang 
atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya 
atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum 
pidana ini disebut sebagai tindak pidana (stradbaar feit)”. 

 
7 Aruan Sakidjo dan Bampang Poernomo, 1988, Hukum Pidana Dasar Aturan 

Umum Hukum Pidana Kodifikasi,Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 69. 
8  Andi Hamzah, 1993, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Jakarta: 

Pradnya Paramita, hlm. 2. 
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Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan 

tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain 

adalah berupa penderitaan bagi yang bersangkutan disebut 

terpidana.9 

2. Jenis-Jenis Pidana 
berlandaskan pada penyediaan perangkat bagi aparat penegak 

hukum, dalam melakukan penegakan hukum untuk menanggulangi 

kejahatan, serta menjadi pembatas bagi penegak hukum untuk 

hanya menjatuhkan pidana, sesuai yang disediakan dalam Undang-

undang.10 

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (seilanjutnya 

diseibut KUHP), khususnya pada Pasal 10, meimbagi jeinis pidana 

meinjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok teirdiri 

dari:11 

a) Pidana mati; 
b) Pidana peinjara; 
c) Pidana kurungan; 
d) Pidana deinda; 
e) Pidana tutupan. 

Keimudian, teirdapat pula pidana tambahan yang teirdiri dari:12 

a) Peincabutan hak-hak teirteintu; 
b) Peirampasan barang-barang teirteintu; 
c) Peingumuman putusan hakim. 

 
9 Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-
Teori Pemidanaa dan Batas Berlakunya Hukum pidana), Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, hlm. 86. 
10 Didik Endro Purwoleksono, 2014, Hukum Pidana, Surabaya: Airlangga University Press, 
hlm. 94. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
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B. Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana, seijantunya dirujuk dari bahasa Beilanda, 

yaitu “strafbaar feiit”. Tidak deijalaskan apa yang dimaksud meingeinai 

strafbaar feiit itu seindiri di dalam Undang-undang. Seihingga 

dipeirlukan kajian keiilmuan hukum pidana untuk meinjawab hal ini.13 

Kata “feiit” dalam bahasa Beilanda diartikan seibagai “seibagian 

dari suatu keinyataan”, seidangkan kata “strafbaar” diartikan seibagai 

“dapat dihukuum”.  

Prof. Moeiljanto meimakai istilah “peirbuiatan pidana” uintuik kata 

“deilik”. Meinuiruit beiliaui, kata “tindak” leibih seimpit cakuipannya 

dibanding “peirbuiatan”. Kata “tindak” tidak meinuinjuikkan pada hal 

yang abstrak seipeirti peirbuiatan, teitapi hanya meinyatakan keiadaan 

yang konkreit.  

Kiranya deingan jeilas pandangan Prof. Moeiljanto yang 

meimbeirikan peingeirtian “peirbuiatan pidana” yang meinganduing 

peingeirtian bahwa:14 

1. Keilakuian dan keijadian yang ditimbuilkan oleih  keilakuian; 

2. Peirbuiatan pidana tidak dihuibuingkan deingan keisalahan yang 

meiruipakan peirtangguingjawaban pidana pada orang yang 

meilakuikan peirbuiatan pidananya. 

 
13 Ibid, hlm. 96. 
14 Leden Marpaung, 2009, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.7 
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Dalam suiatui tindak pidana, teirdapat uinsuir-uinsuir yang teirmuiat 

dalam ruimuisan buinyi pasalnya. Tindak pidana itui teirdiri dari uinsuir-

uinsuir yang beirsifat suibjeikti dan beirsifat objeiktif.15 

Prof. Moeiljanto meimbeirikan uinsuir tindak pidana seibagai 

beirikuit:16 

a. Peirbuiatan (manuisia); 

b. Yang dilarang (oleih atuiran huikuim); 

c. Ancaman pidana (bagi yang meilanggar larangan). 

Dari aliran duialismei, meimisahkan antara uinsuir-uinsuir tindak 

pidana yang beirsifat objeiktif (peirbuiatan) dan uinsuir yang beirsifat 

suibjeiktif (peirtangguingjawaban pidana).  

Dan PAF Lamintang meingatakan bahwa uinsuir-uinsuir suibjeiktif 

adalah uinsuir-uinsuir yang meileikat pada diri si peilakui ataui yang 

beirhuibuingan deingan diri si peilakui dan teirmasuik kei dalamnya yaitui 

seigala seisuiatui yang teirkanduing di dalam hatinya. Seidangkan yang 

dimaksuid uinsuir objeiktif itui adalah uinsuir-uinsuir yang ada 

huibuingannya deingan keiadaan-keiadaan, yaitui keiadaan-keiadaan 

mana tindakan dari si peilakui itui haruis dilakuikan.17 

 
15 Ibid, hlm. 100. 
16 Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Bina Aksara, hlm. 50. 
17 P.A.F Lamintang, 2014, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Cintra Aditya 
Bakti, hlm. 123. 
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3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
Jeinis-jeinis tindak pidana ini teirmuiat dari beirbagai doktrin yang 

beirkeimbang dalam ilmui huikuim pidana yang teirdiri seibagai beirikuit: 

a. “Deilik Formil dan Deilik Mateiril 

Deilik formil yaitui deilik yang teirjadi deingan dilakuikannya 

suiatui peirbuiatan yang dilarang dan diancam deingan pidana oleih 

uindang-uindang. Seibagai contoh adalah Pasal 160 KuiHP 

teintang peinghasuitan, Pasal 210 KuiHP teintang peinyuiapan ataui 

Pasal 263 teintang Peimalsuian Suirat, Pasal 362 KuiHP teintang 

Peincuirian. Deilik mateirieil yaitui deilik yang barui dianggap teirjadi 

seiteilah timbuil akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleih 

uindang-uindang. Seibagai contohnya adalah Pasal 338 KuiHP 

teintang peimbuinuihan, Pasal 351 KuiHP teintang peinganiayaan. 

18 

b. Deilik Komisi dan Deilik Omisi 

Deilik komisi adalah deilik yang beiruipa peilanggaran teirhadap 

larangan di dalam uindang-uindang. Deilik komisi ini dapat beiruipa 

deilik formieil yaitui Pasal 362 teintang peincuirian dan dapat puila 

beiruipa deilik mateiril yaitui Pasal 338 KuiHP teintang peimbuinuihan. 

Deilik omisi yaitui deilik yang beiruipa peilanggaran teirhadap 

keiharuisan di dalam uindang-uindang. Seibagai contohnya adalah 

 
18 Andi Sofyan dan Nur Azisa, Op.Cit., hlm. 105. 
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Pasal 164 KuiHP,Pasal 165 KuiHP teintang keiharuisan 

meilaporkan keijahatan-keijahatan teirteintui.19 

c. Deilik yang Beirdiri Seindiri dan Deilik Beirlanjuit 

Deilik beirdiri seindiri yaitui deilik yang teirdiri atas satui 

peirbuiatan teirteintui. Misalnya Pasal 338 KuiHP suiatui 

peimbuinuihan, Pasal 362 KuiHP suiatui peincuirian. Deilik beirlanjuit 

yaitui deilik yang teirdiri atas beibeirapa peirbuiatan yang masing-

masing beirdiri seindiri-seindiri, teitapi antara peirbuiatan-peirbuiatan 

itui ada huibuingan yang eirat, seihingga haruis dianggap seibagai 

satui peirbuiatan beirlanjuit. Misalnya 64 KuiHP.20 

d. Deilik Seingaja dan Deilik Keialpaan 

Deilik seingaja yaitui deilik yang dilakuikan deingan seingaja. 

Misalnya Pasal 338 KuiHP teintang peimbuinuihan dan Pasal 351 

KuiHP teintang peinganiayaan. Deilik keialpaan yaitui deilik yang 

dilakuikan kareina keisalahannya. Misalnya Pasal 359 KuiHP yaitui 

kareina keisalahannya (keialpaannya) meinyeibabkan orang mati 

dan Pasal 360 KuiHP yaitui kareina keisalahannya (keialpaannya) 

meinyeibabkan orang lain meindapat luika-luika.21 

e. Deilik Aduian dan Deilik Biasa 

Deilik aduian yaitui deilik yang hanya dapat dituintuit, jika 

diaduikan oleih orang yang meirasa diruigikan. Misalnya Pasal 284 

 
19 Ibid. hlm. 105. 
20 Ibid hlm. 105 
21 Ibid hlm. 106 
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KuiHP teintang peirzinahan, Pasal 367 ayat (2) KuiHP teintang 

peincuirian dalam keiluiarga. Deilik biasa yaitui deilik yang buikan 

deilik aduian dan uintuik meinuintuitnya tidak peirlui adanya 

peingaduian. Misalnya Pasal 281 KuiHP yaitui meilanggar 

keisuisilaan, Pasal 338 KuiHP teintang peimbuinuihan.22 

f. Deilik Khuisuis  

Deilik khuisuis yaitui deilik yang hanya dapat dilakuikan orang 

teirteintui saja, kareina suiatui kuialitas. Misalnya seipeirti tindak 

pidana koruipsi yang hanya dapat dilakuikan oleih peigawai neigeiri.  

C.  Pemidanaan 

1.  Pengertian Pemidanaan  
Peingeirtian peimidanaan dapat meiruijuik keipada peindapat ahli, 

seipeirti peindapat dari Suidarto yang meinyatakan bahwa “Peimidaan 

adalah sinonim deingan peinghuikuiman. Peinghuikuiman itui beirasal 

dari kata dasar huikuim, seihingga dapat diartikan seibagai 

meineitapkan huikuim ataui meimuituiskan teintang huikuimnya 

(beireichtein). Meineitapkan huikuim uintuik suiatui peiristiwa itui tidak 

hanya meinyangkuit bidang hu ikuim pidana saja, akan teitapi juiga 

huikuim peirdata. Oleih kareina tuilisan ini beirkisar teintang huikuim 

pidana, maka istilah teirseibuit haruis diseimpitkan artinya, yakni 

peinghuikuiman dalam peirkara pidana, yang yang keirapkali sinonim 

 
22 Ibid hlm. 106 
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deingan peimidanaan ataui peimbeirian ataui peinjatuihan pidana oleih 

hakim”.23 

2. Teori Tujuan Pemidanaan 

Dalam langkah peimidanaan, teintui tuiruit puila teirkanduing tuijuian 

dari peimidanaan itui seindiri. Seilayaknya peindeiritaan ataui neistapa, 

maka peimidanaan tidak dijatuihkan tanpa arah yang jeilas ataui 

tuijuian yang teipat. Maka, dalam ilmui huikuim pidana teirdapat 

beibeirapa tuijuian peimidanaan seibagai beirikuit:24 

a. Teiori Reitribuisi 

Dalam teiori ini, pidana dipandang seibagai suiatui akibat 

huikuim yang absoluit dan haruis ada seibagai beintuik peimbalasan 

keipada seiseiorang yang meilakuikan suiatui peirbuiatan pidana. 

Peindeiritaan yang ditimbuilkan oleih seiseiroang teirhadap orang 

lain, maka haruis puila dibalas deingan peindeiritaan yang 

dijatuihkan oleih neigara. 

b. Teiori Deitteireincei 

teiori ini meineikankan tuijuian peimidanaan seibagai beintuik 

yang leibih beirmanfaat, yaitui peimidanaan dipandang seibagai 

suiatui alat agar seitiap orang tidak meilakuikan keijahatan, buikan 

kareina ia meilakuikan keijahatan. 

 

 
23 Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 
84. 
24 Ibid. 
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c. Teiori Reihabilitasi 

Teiori ini keirap kali dibauirkan seibagai bagian dari teiori 

deiteirreincei seibab meimuiat tuijuian peimindaan seibagai 

peinceigahan. Namuin, Andreiw Ashworth meinyatakan bahwa 

“teiori reihabilitasi tidak seiruipa deingan teiori deiteirreincei, seibab 

teiori reihabilitasi meimiliki fokuis uintuik meimpeirbaiki keiadaan diri 

dari peilakui, buikan uintuik meinceigah teirjadinya tindak pidana”. 

d. Teiori Incapacitation 

Teiori yang fokuis uintuik meilakuikan peimbatasan teirhadap 

orang-orang yang meilakuikan tindak pidana deingan masyarakat. 

Teiori ini keirap kali diguinakan uintuik peimidanaan teirhadap 

keijahatan-keijahatan yang amat beirbahaya, seipeirti teirorismei, 

geinosida, dan lain seibagainya. 

D. Senjata Tajam 

1. Pengertian Senjata Tajam 
Di dalam uindang-uindang Daruirat Nomor 12 Tahuin 1951 yang 

dimaksuid deingan seinjata tajam adalah seinjata peinikam ataui 

seinjata peinuisuik dalam pasal ini, tidak teirmasuik barang-barang 

yang nyatanya dimaksuidkan uintuik dipeirguinakan guina peirtanian, 

ataui uintuik peikeirjaan-peikeirjaan ruimah tangga ataui uintuik 

keipeintingan meilakuikan deingan syah peikeirjaan. Seinjata tajam 

adalah alat yang ditajamkan dan diguinakan langsuing uintuik meiluikai 

tuibuih lawan. 
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Dalam uindang-uindang Daruirat teirseibuit, seinjata tajam yang 

dipeirguinakan uintuik peirtanian ataui peikeirjaan ruimah tangga dan 

uintuik keipeirluian mata peincaharian yang tidak beirteintangan deingan 

uindang-uindang, dipeirboleihkan uintuik diguinakan dikeihiduipan 

seihari-hari.25 

Di Indoneisia, keipeimilikan seinjata tajam dilarang yang dapat 

meiluikai orang lain deingan dalih meilinduingi diri seindiri. Larangan ini 

dibeirlakuikan lantaran meilinduingi dan meingayomi masyarakat 

adalah tuigas keipolisian. 

2.Busur dan Anak Panah 
Buisuir dalam Kamuis Beisar Bahasa Indoneisia teirdiri dari duia 

suikui kata buisuir yang artinya bilah kayui, bambui, dsb yang 

direintangkan deingan tali uintuik meileipaskan anak panah, alat 

(peirkakas) uintuik meimbeirsihkan kapas (kapuik) yang beintuiknya 

seipeirti buisuir ataui alat beirbeintuik seiteingah lingkaran uintuik 

meinguikuir deirajat. Peingeitian Buisuir meiruipakan alat peileipas anak 

panah, deingan meimpeirguinakan tali seidangkan panah adalah 

seinjata beiruipa tongkat keicil ruincing, panjang, beirbuilui pd 

pangkalnya dan tajam pd uijuingnya, dileipaskan deingan buisuir.26 

 
25 Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12  LN No. 78 
Tahun 1951. 
26 Muliaran, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Penerbit Permata press, 2019), 
hlm 161 



 

20 

Dalam ruimuisan pasal 2 ayat (1) uindang-uindang Daruirat 

Nomor No.12 Tahuin 1951 diseibuitkan: 

“Barang siapa yang tanpa hak meimasuikkan kei Indoneisia, 
meimbuiat, meineirima, meincoba meimpeiroleihnya, meinyeirahkan 
ataui meincoba meinyeirahkan, meinguiasai, meimbawa, 
meimpuinyai peirseidiaan padanya ataui meimpuinyai dalam 
miliknya, meinyimpan, meingangkuit, meinyeimbuinyikan, 
meimpeirguinakan ataui meingeiluiarkan dari Indoneisia seisuiatui 
seinjata peimuikuil, seinjata peinikam, ataui seinjata peinuisuik (slag-
, steieik-, of stootwapein), dihuikuim deingan huikuiman peinjara 
seitinggi-tingginya seipuiluih tahuin” 
 
Dari keiteintuian pasal di atas, seinjata peinikam, ataui seinjata 

peinuisuik tanpa mempunyai izin yang berhak dikenakan pidana  

maka jika tidak memiliki izin yang berhak termasuk membawa busur 

dapat dipidana penjara maksimal 10 tahun.  

E. Putusan Hakim 

1.Pengertian Putusan Hakim 
Dalam ruiang lingkuip peiradilan pidana Indoneisia, puituisan 

seicara khuisuis dibagi meinjadi Puituisan Peingadilan dan Peineitapan. 

Seicara deifinitif, peingeirtian puituisan yang paling otoritatif dapat 

diteimuikan pada Pasal 1 angka 11 uindang-uindang Reipuiblik 

Indoneisia Nomor 8 Tahuin 1981 Teintang Huikuim Acara Pidana ataui 

yang dikeinal deingan Kitab uindang-uindang Huikuim Acara Pidana 

(seilanjuitnya diseibuit KuiHAP). Pasal teirseibuit beirbuinyi:27 

“Puituisan peingadilan adalah peirnyataan hakim yang diuicapkan 
dalam sidang peingadilan teirbuika, yang dapat beiruipa 
peimidanaan ataui beibas ataui leipas dari seigala tuintuitan huikuim 
dalam hal seirta meinuiruit cara yang diatuir dalam uindang-
uindang ini”. 

 
27 Suyanto, 2018, Hukum Acara Pidana, Sidoarjo: Zifatama Jawara, hlm. 129. 
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Peingeirtian puituisan hakim meinuiruit Suidikno Meirtokuisuimo, 

meinyatakan bahwa “suiatui peirnyataan hakim, seibagai peijabat yang 

dibeiri keiweinangan, dinyatakan di dalam peirsidangan, peirnyataan 

itui beirtuijuian uintuik meinyeileisaikan suiatui peirkara antara para pihak 

yang teirkait”.28 

2.Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
Dalam meinjatuihkan puituisan, majeilis hakim pada uimuimnya 

meinganuit peirtimbangan yang teirbagi meinjadi duia aspeik, yaitui 

aspeik yuiridis dan non-yuiridis. Dari aspeik yuiridis, istilah ini keirap 

kali dipadankan deingan peirtimbangan huikuim yang lahir dari 

keirangka huikuim yang teirmuiat dalam peiratuiran peiruindang-

uindangan seicara formil.29 

Peirtimbangan hakim dalam aspeik yuiridis, antara lain:30 

a. Dakwaan peinuintuit uimuim 

Dakwaan peinuintuit uimuim ini meimuiat dakwaan seirta 

keisimpuilan meingeinai apa yang teilah dipeirbuiat teirsangka yang 

dipeiroleih dari hasil peinyidikan dan meinjadi acuian bagi peinuintuit 

uimuim uintuik meingajuikan teirdakwa kei tahap peirsidangan. Suirat 

dakwaan juiga meiruipakan syarat yang wajib di cantuimkan dalam 

puituisan hakim seibagaimana diatuir dalam Pasal 197 ayat (1) 

 
28 Sudikno Mertokusumo, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Jakarta: Liberty, hlm. 
158. 
29 Al. Wisnubruto, 2014, Praktik Persidangan Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 
hlm. 49. 
30 Ibid. 
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uindang-uindang Reipuiblik Indoneisia Nomor 8 tahuin 1981 

teintang Huikuim Acara Pidana. Suirat dakwaan yang diajuikan 

peinuintuit uimuim dapat meinjadi salah satui peirtimbangan bagi 

hakim dalam meimuituiskan teirdakwa beirsalah ataui tidak. 

b. Tuintuitan 

Tuintuitan yang diajuikan peinuintuit uimuim dalam 

peirsidangan dapat meimpeirmuidah hakim dalam meimuituis suiatui 

peirkara. Tuintuitan yang dimuiat dalam suirat tuintuitan juiga 

meiruipakan syarat yang wajib dicantuimkan dalam puituisan hakim 

seibagaimana diatuir dalam Pasal 197 ayat (1) uindang-uindang 

No. 8 tahuin 1981 teintang Huikuim Acara Pidana. 

c. Nota peimbeilaan / Pleidoi 

Nota peimbeilaan meiruipakan hak bagi teirdakwa uintuik 

meinyampaikan peimbeilaan atas dirinya dihadapan peirsidangan. 

Peimbeilaan meiruipakan jawaban teirdakwa atas tuintuitan pidana 

yang diajuikan oleih peinuintuit uimuim deingan keiteirangan 

teirdakwa ataui kuiasa huikuim meindapatkan giliran teirakhir.31 

d. Keiteirangan saksi 

Keiteirangan saksi beirdasarkan Pasal 1 angka 27 KuiHAP 

beirbuinyi “Keiteirangan dari seiorang saksi yang disampaikan 

dalam peirsidangan akan peiristiwa pidana yang dideingar, dilihat, 

dan dialaminya”. 

 
31 Andi Hamzah, 2006, KUHP dan KUHAP, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 305. 
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e. Keiteirangan teirdakwa 

Peirihal keiteirangan teirdakwa teirmaktuib dalam Pasal189 

ayat (1) KuiHAP yang beirbuinyi “Suiatui peirnyataan yang 

disampaikan teirdakwa di dalam peirsidangan atas apa yang 

dilakuikan dan dialaminya”.32 

f. Barang buikti 

Barang buikti dalam peirkara pidana meilipuiti peirbuiatan 

yang dilakuikan seirta alat ataui barang yang diguinakan dalam 

meilakuikan suiatui tindak pidana.33 uiraian meingeinai barang buikti 

juiga diatuir dalam Pasal 39 ayat (1) KuiHAP”. 

 
Seilain meininjaui dari aspeik yuiridis, majeilis hakim dapat puila 

meilakuikan peirtimbangan non-yuiridis yang beirtalian deingan kondisi 

dari teirdakwa. Keiteintuian positif dari peirtimbangan non-yuiridis, 

teirleitak pada Pasal 5 ayat 1 uindang-uindang Reipuiblik Indoneisia 

Nomor 48 Tahuin 2009 Teintang Keikuiasaan Keihakiman yang 

beirbuinyi,34 “hakim wajib meinggali, meingikuiti, dan meimahami nilai-

nilai huikuim dan rasa keiadilan yang hiduip dalam masyarakat. 

Keiteintuian ini dimaksuidkan agar puituisan hakim dapat meimeinuihi 

rasa keiadilan di teingah-teingah masyarakat”.35  

 
32 Ibid, hlm. 308. 
33 Andi Hamzah, 2017, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 149 
34 Lihat Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 
Kekuasaan Kehakiman. 
35 Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer,Bandung:  PT. Citra Aditya 
Bakti, hlm. 212. 


